
BUPATI ACEH SINGKIL 
PRO VINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN 
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten 
Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggarn 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 
Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 
2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 382); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4280); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 	tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha i 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 

8. Undang-Undang 	Nomor 	11 	Tahun 	2006 
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat clan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

• Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturari Pelaksanaan Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Perathran Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5695); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah, sebagaimana te1ai 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5655); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomari 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Benita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeni Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1893); 

30. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); 

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi 
Khusus; 

33. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 
tentang PerubahanKedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08); 
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34. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga 
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh 
Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan 
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2015 Nomor 237); 

35. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163); 

36. Qanun Aceh 	Singkil Nomor 2 Tahun 20.10 tentang 
Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 02); 

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja Badan 
Penanggulangan 	Bencana 	Daerah 	(Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04); 

38. Qanun Aceh Singkii Nomor 5 Tahun 	2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 	(Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 05); 

• 39. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 07); 

40. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten 
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2010 Nomor 09); 

41. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11); 

42. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh 
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2010 Nomor 12); 

43. Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15); 

44. Qanun Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang PajaK 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2010 Nomor. 18); 

45. Qanun Aceh Singkil Nomor 
Susunan Organisasi dan Tata 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Nomor 03); 
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46. Qanun Aceh Singkil Nornor 1 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Sirigkil Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Q 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 
Nomor 247); 

47. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daeah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 
Nomor 05); 

48. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2011 Nomor 10); 

49. Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh 
Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi, Olab Raga dan Penginapan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 
Nomor 232); 

50. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02); 

51. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah KabupatenAceh Singkil Tahun 2012 Nomor 04); 

52. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2012 Nomor 05); 

53. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 07); 

54. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2012 Nomor 08); 

55. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09); 

56. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10); 

-f Bagan liukum dan HAM Setdakab Ach Sngk14. 	 7 



57. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksaiiaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 
8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2013 Nomor 08); 

58. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar. 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2015 Nomor 250); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINOKIL 
TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
Anggaran 2016 terdiri dan: 

a. Pendapatan Daerah: 

1. Pendapatan Ash Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan Daerah 

b. Belanja Daerah: 

1. Belanja Tidak Langsung: 

a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Subsidi 

c) Belanja Hibah 

d) Belanja Bantuan Sosial 

e) Belanja Bantuan Keuangan 

f)

 

Rp. 	52.031.892.245,00,- 

Rp. 722.277.916.000,94,- 

Rp. 203.185.766.418,28,- 

Rp. 977.495.574.664,22,- 

Rp. 286.677.985.168,79,- 

Rp. 	2.588.829.362,00,- 

Rp. 	21.722.269.183,00,- 

Rp. 	1.975.000.000,00,- 

Rp. 	119.951.434.800,00,- 

Belanja Tidak Terduga 	Rp. 	1.090.000.000,00,- 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 434.005.518.513,79,- 
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2. Belanja Langsung: 

a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Barang dan Jasa 

o) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja Daerah (1+2) 

Surplus! (Defisit) 

c. Pembiayaan Daerah: 

Rp. 	57.906.914.107,00,- 

Rp. 198.499.692.674,00,- 

Rp. 355.024.723.492,00,- 

Rp. 611.431.330.273,00,- 

Rp. 1.045.436.848.786,79,- 

Rp. 	(67.941.274.122,57,-) 

1. PenerimaanDaerah 	 Rp. 	68.441.274.122,57,- 

2. Pengeluaran Daerah 	 Rp. 	500.000.000,00,- 

Jumlah Pembiayaan Netto 	Rp. 	67.941.274.122,57,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkeriaan 	 Rp. 	 0,00,- 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggathri Pendapatan dan Belanja Kabupate" 
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 3 

Pénjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam lampiran I, II, III, dan lampiran IV dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan 
mi dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Aceh Singkil Tahun 
Anggaran 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil. 

Ditetapkan di Singkil 
pada tanggal 19 FebruarO16 

/ 

SAFRIADI 
Diundangkan di Singkil 
pada tanggal 19 Februari 2016 

SEKRTARIS DAERAH K A~BUPATENJY  
ACEH SIN9K$1, 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 273. 
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